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Kasus Posisi, Fakta Hukum, dan ldentifikasi Fakta Hukum

A. Kasus Posisi

Bahwa pada sekitar bulan April 2010 sampai dengan tahun 2013, Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan penyelidikan dan penyidikan
dugaan tindak pidana korupsi berkaitan dengan pemberian sejumlah dana
penyelamatan Bank Century dalam bentuk Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek
(FPJP) dan Penempatan Modal Sementara (PMS) yang diduga melibatkan Budi
Mulya dan Siti C. Fajriyah ,dkk.

Setelah pemberian FPJP gagal menyehatkan BankCentury, kemudian
dilanjutkan dengan skema penyelamatan Bank Century dalam bentuk PMS pada
awalnya rencana disuntikkan dana sejumlah Rp. 1,3 trilyun. Namun demikian
ternyata realisasi selanjutnya telah disuntikkan dana sebesar Rp. 6,7 trilyun dan
terakhir dikucurkan dana sebesar Rp.1.250.000.000.000,- sehingga Negara patut
diduga mengalami kerugian sebesar Rp. 8.012.221.000.000,- (8,012 trilyun).

Bahwa berkaitan dengan penyelamatan bank Century, Bank Indonesia telah
menggelontorkan dana sebesar Rp. 689 milyar,yang mana penggelontoran ini tidak
melalui mekanisme dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengucuran
dana Rp. 689 milyar dilakukan secara tertutup, tidak tepat sasaran dan mubadzir
sehinnga merugikan Negara total lost Rp. 689 milyar. Dana ini dikenal dengan

istilah FPJP.



Kemudian Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) telah melakukan upaya hukum
Praperadilan yang mempersoalkan Penghentian Penyidikan perkara korupsi Bank
Century sebagaimana putusan perkara No. 10/Pid.Prap/2010/PN.Jkt.Sel, nomor:
12/Pid.Pra/2016/PN.Jkt.Sel. tertanggal 10Maret 2016 dan beberapa putusan
praperadilan berikutnya yang diajukan MAKI kepada KPK dengan amar putusan
tidak dapat diterima dengan alasan masih penyelidikan dan atau penyidikan
perkara korupsi memerlukan kehati-hatian dan kecermatan. Namun kemudian
KPK dalam jangka waktu yang panjang belum melakukan kegiatan Penyidikan
sekitar 2 tahun sejak perkara Terdakwa Budi Mulya mendapat putusan inkracht
tingkat Kasasi pada tahun 2015. Perkara korupsi Century telah memasuki babak
baru dengan telah inkrachtnya putusan atas Terdakwa Budi Mulya dengan vonis
bersalah. Dalam putusan tersebut dimuat dakwaan Budi Mulya bersama-sama
Boediono, Muliaman DHadad, Raden Pardede dkk.

Dalam pertimbangan putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 861
K/Pid.Sus/2015 pada halaman 826 dengan jelas menolak alasan Kasasi yang
diajukan Budi Mulya dengan alasan “perbuatan terdakwa yang menyetujui
penetapan Bank Century sebagai bank Gagal Berdampak Sistemik yang
mengakibatkan kerugian keuangan Negara merupakan tindak pidana Korupsi”.
Dengan demikian siapapun pejabat lainnya dari Bank Indonesia termasuk
Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk yang menyetujui penetapan

Bank Century sebagai Bank Gagal Berdampak Sistemik sehingga Bank Century



menjadi sakit dan kemudian merugikan Negara dalam bentuk pemberian FPJP
sebesar Rp. 689 Milyar dan biaya Penyelamatan sebesar Rp. 8.012.221.000.000,.
Dalam pertimbangan putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 861
K/Pid.Sus/2015 pada halaman 826 menerima dan membenarkan alasan Kasasi
yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan menambahkan pertimbangan : “Bahwa
Terdakwa Budi Mulya selaku Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang
Pengelolaan Moneter dan Devisa melakukan perbuatan melawan hukum secara
bersama-sama dengan pejabat yang nama-namanya disebutkan dalam Surat
Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, Robert Tantular dan Raden Pardede telah
merugikan keuangan negara dalam pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek
(FPJP) sebesar Rp.689.394.000.000,00 (enam ratus delapan puluh Sembilan
milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta rupiah) dan dalam proses penetapan
PT. Bank Century, Tbk sebagai Bank gagal berdampak Sistemik sebesar
Rp.6.762.361.000.000,00 (enamtrilyun tujuh ratus enam puluh dua milyar tiga
ratus enam puluhsatu juta rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Investigasi Badan
Pemeriksa Keuangan Rl Nomor : 64/LHP/XV/12/2013 tanggal 20 Desember 2013,
serta dana PMS (Penyertaan Modal Sementara) yang dikucurkan sebesar
Rp.1.250.000.000.000,00 (satu trilyun dua ratus lima puluh milyar rupiah)
sehingga total berjumlah Rp. 8.012.221.000.000,00( delapan trilyun dua belas

miliar dua ratus dua puluh satu juta rupiah)”.



B. Fakta Hukum

Pasal 1 butir 10 point b, UU NO. 8 Tahun 1981 Kitab undang Undang
Hukum Acara Pidana menjelaskan"Praperadilan adalah wewenang pengadilan
negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-
undang ini, tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian
penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan™.

Pasal 77 huruf a UU NO. 8 Tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum
Acara Pidana menyatakan "pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan
memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini, tentang
sahatau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau
penghentian penuntutan”.

Penghentian Penyidikan adalah permohonan pemeriksaan tidak sahnya
penghentian penyidikan secara materiil dan di dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana tidak secara tegas menyebutkan bentuk penghentian
penyidikan harus berupa Surat Penghentian Penyidikan. Ini berbeda dengan
penghentian penuntutan yang ditegaskan dalam pasall40 ayat (2) huruf a
menyatakan penghentian penuntutan dituangkan dalam surat ketetapan.
Berdasarkan pasal 1 angka 2 KUHAP, Penyidikan didefinisikan sebagai:

“serangkaian tindakan penyidik dalam dalam hal dan menurut cara
yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari dan
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang

tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan
tersangkanya.”
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Dalam pasal 109 ayat (2) KUHAP, memang diatur bahwa jika penyidik
menghentikan penyidikan, maka wajib memberitahu penuntut umum dan
tersangka atau keluarganya.

Pada sekitar bulan April 2010-2013, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
telah melakukan penyelidikan dan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi
berkaitan dengan pemberian sejumlah dana penyelamatan Bank Century dalam
bentuk Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) dan Penempatan Modal
Sementara (PMS) yang diduga melibatkan Budi Mulya dan Siti C. Fajriyah dkk.

Dalam pertimbangan putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 861
K/Pid.Sus/2015 pada halaman 826 dengan jelas menerima dan membenarkan
alasan Kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan menambahkan
pertimbangan : “Bahwa Terdakwa Budi Mulya selaku Deputi Gubernur Bank
Indonesia Bidang Pengelolaan Moneter dan Devisa melakukan perbuatan melawan
hukum secara bersama-sama dengan pejabat yang nama-namanya disebutkan
dalam Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, Robert Tantular dan Raden Pardede
telah merugikan keuangan negara dalam pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka
Pendek (FPJP) sebesar Rp.689.394.000.000,00 (enam ratus delapan puluh
Sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta rupiah) dan dalam proses
penetapan PT. Bank Century, Tbk sebagai Bank gagal berdampak Sistemik
sebesar Rp.6.762.361.000.000,00 (enam trilyun tujuh ratus enam puluh dua milyar

tiga ratus enam puluh satu juta rupiah). Dalam perjalanannya persidangan korupsi
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Bank Century, tersangka Siti C. Fajriyah meninggal dunia sehingga otomatis
gugur demi hukum.

Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) telah melakukan upaya hukum
Praperadilan Penghentian Penyidikan Tidak sah atas perkara korupsi BankCentury
sebagaimana putusan perkara No. 10/Pid.Prap/2010/PN.Jkt.Sel, nomor
12/Pid.Pra/2016/PN.Jkt.Sel. Tertanggal 10 Maret 2016 dan beberapa putusan
praperadilan berikutnya yang diajukan maki kepada KPK dengan amar putusan
tidak dapat diterima dengan alasan masih penyelidikan dan atau penyidikan
perkara korupsi memerlukan kehati-hatian dan kecermatan.

Dalam Putusan No.24/Pid.Pra/2018/PN JKT.SEL, hakim memerintahkan
KPK untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana
korupsi Bank Century dalam bentuk melakukan Penyidikan dan menetapkan
tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkK,
(sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan atas nama Terdakwa Budi Mulya atau
melimpahkannya kepada kepolisian dan atau kejaksaan untuk dilanjutkan dengan
penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan
Tipikor Jakarta Pusat, sesuai dengan pasal 44 UU KPK ayat (4) menyebutkan
bahwa dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa perkara
tersebut diteruskan, Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan penyidikan
sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik kepolisian atau

kejaksaan, dan pada ayat (5) dalam hal penyidikan dilimpahkan kepada kepolisian
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atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepolisian atau kejaksaan
wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada
Komisi Pemberantasan Korupsi.

KPK sendiri masih melakukan pengumpulan bahan dan keterangan dalam
rangka melakukan pendalaman dan analisa lebih lanjut terkait perkara Bank
Century. KPK tidak pernah menerbitkan surat penghentian penyidikan atas perkara
tindak pidana korupsi sehubungan dengan pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka
Pendek (FPJP) kepada PT Bank Cntury, Tbk., dan proses penetapan PT. Bank
Century, Tbk sebagai Bank Gagal Berdampak Sistemik, serta KPK tidak memiliki
kewenagan untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan
penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi (vide Pasal 40 UU KPK)
sehingga tidak dimungkinkan bagi KPK untuk melakukan penghentian
penyidikan.

C. Identifikasi Fakta Hukum

1. Apakah penetapan tersangka oleh hakim dalam Putusan Praperadilan Nomor
24/Pid.Pra/2018/PN JKT.SEL melampaui kewenangan hakim praperadilan?

2. Apakah pertimbangan hakim yang mengabulkan permohonan Praperadilan
dalam Putusan Praperadilan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN JKT.SEL sudah
sesuai dengan KUHAP ?

3. Apakah akibat hukum dari Putusan Praperadilan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN
JKT.SEL?



